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TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Aspek Hukum dan Keadilan
Aspek hukum merupakan salah satu unsur penting yang harus dipahami dalam studi dan praktek peradilan. Aspek ini mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan aturan, norma, dan prinsip hukum yang mengatur perilaku manusia dan hubungan sosial dalam masyarakat.
Menurut Soerjono Soekanto, aspek hukum meliputi aspek yuridis yang bersifat normatif dan mengatur tata cara manusia berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menekankan bahwa aspek hukum harus mampu menciptakan keadilan dan ketertiban sosial.[footnoteRef:1] Sedangkan Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa aspek hukum tidak hanya terbatas pada aturan dan norma formal, tetapi juga melibatkan aspek moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Ia menegaskan bahwa aspek hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat agar tetap relevan dan efektif.[footnoteRef:2] [1: Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, (2000), hlm. 124.]  [2: Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, (2021), hlm. 103.] 

Randy E. Barnett dalam karya-karyanya menekankan bahwa aspek hukum harus bersifat objektif dan rasional, serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Ia menganggap bahwa aspek hukum merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan substantif.[footnoteRef:3] [3: Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Jakarta, (2009), hlm. 13. ] 

Sementara itu, Munir Fuady menambahkan bahwa aspek hukum harus mampu menjawab tantangan zaman dan memperhatikan aspek keadilan sosial, ekonomi, serta hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa aspek hukum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus berintegrasi dengan aspek aspek lain dalam kehidupan bermasyarakat.[footnoteRef:4] [4: Ibid. ] 

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek hukum memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Aspek ini harus bersifat normatif, adaptif, dan mampu menjawab dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.
Aspek keadilan merupakan salah satu unsur utama yang harus diperhatikan dalam proses peradilan, termasuk dalam pembuatan dan penetapan putusan pengadilan. Keadilan dalam putusan mencerminkan suatu keputusan yang tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan rasa keadilan masyarakat dan para pihak yang terlibat.[footnoteRef:5] [5: Novaldy M, dan Alfarizi A, Penerapan Positivisme Hukum Terhadap Asas Keadilan Dalam Putusan Pengadilan, Jurnal Das Sollen, Vol. 2, No. 1, (2024), hlm. 33.] 

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan harus menjadi landasan utama dalam penegakan hukum, karena hukum harus mampu memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat. Keadilan dalam putusan harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat umum, hak individu, dan keadilan sosial.[footnoteRef:6] [6: Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 140. ] 

Keadilan dalam putusan harus bersifat substantif, yaitu memberikan perlindungan yang adil dan merata kepada semua pihak, bukan hanya sekadar mengikuti prosedur formal. Hal ini berarti bahwa hakim harus mampu menilai dengan bijak dan proporsional atas fakta-fakta yang ada, serta mempertimbangkan aspek moral dan etika.[footnoteRef:7] [7: Ibid. ] 

Dalam konteks tindak pidana pencurian ringan, aspek keadilan juga menuntut agar putusan tidak terlalu berat maupun terlalu ringan, melainkan sesuai dengan tingkat kejahatan, motif, serta keadaan terdakwa. Keadilan harus mampu memberikan efek jera sekaligus memulihkan keadaan terdakwa dan masyarakat. Keadilan dalam putusan harus mampu menciptakan rasa kepastian dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Keputusan yang adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dan menegakkan keadilan sosial.
Dengan demikian, aspek keadilan dalam putusan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral, sosial, dan manusiawi. Hal ini bertujuan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjaga harmoni sosial dan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “strafbaar feit”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “strafbaar feit” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam UndangUndang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit”.[footnoteRef:8] Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemaham Stafbaar Feit, diantaranya tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan Pidana.[footnoteRef:9] [8: Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makasar, (2023), hlm. 96.]  [9: Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, (2024), hlm.193.] 

Terjemahan dari strafbaar feit atau delict dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum. Di antara keenam istilah tersebut di atas, menurut pendapat Ishaq, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.[footnoteRef:10] [10: Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Rajawali Press, Jakarta, (2014), hlm.136.] 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pergertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, substansinya mempunyai pengertian yang sama. Mengenai karateristik perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsure subjektif dan unsur objektif. Menurut Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hokum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.[footnoteRef:11] [11: Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, (2021), hlm. 1.] 

Unsur-unsur tesebut terdiri dari:
a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).[footnoteRef:12] [12: Ibid. ] 

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu:
a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung- jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum. 
e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Ringan
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian
Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.[footnoteRef:13] [13: Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Rajawali Pers, Jakarta, (2015), hlm. 96.] 

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.
Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam poluh rupiah”.[footnoteRef:14] [14: Salahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHAPdt), Visimedia, Jakarta, (2020), hlm. 86.] 

Untuk dikatakan “mengambil” disini, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu kemudian ketahuan oleh pemiliknya maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan, yang biasa disebut percobaan pencurian. Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.
Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam Pasal 362 KUH Pidana. Untuk dapat dituntut dengan Pasal 362 KUH Pidana ini, pengambilan harus dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki. Jika seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu maka perbuatan tersebut masuk pencurian. Namun, jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi ketika sampai di rumah barang itu dimiliki untuk sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), maka perbuatan tersebut bukanlah pencurian tetapi termasuk penggelapan.[footnoteRef:15] [15: Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, (2023), hlm. 128.] 

2. Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian
Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUH Pidana yaitu:
a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUH Pidana)
Pasal 362 KUH Pidana:
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:
1) Unsur-unsur objektif: 
a) mengambil;
b) suatu barang/benda;
c) sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 
2) Unsur subjektif:
a) Dengan maksud
b) Memiliki untuk dirinya sendiri
c) Secara melawan hukum
Jadi melihat makna tiap unsur, terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUH Pidana.
b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUH Pidana)
Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
Ke-1 Pencurian ternak. 
Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.[footnoteRef:16] [16: Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, (2022), hlm. 13.] 


Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUH Pidana)
Pasal 364 KUH Pidana:
“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencucian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUH Pidana)
Pasal 365 KUH Pidana:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan; Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.[footnoteRef:17] [17: Ibid., hlm. 14.] 


e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUH Pidana)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.[footnoteRef:18] [18: Ibid., hlm. 15. ] 

f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUH Pidana)
Pasal 367 KUH Pidana: 
(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. 
(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUH Pidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUH Pidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
3. Pencurian Ringan
Berdasarkan Pasal 364 KUHP dapat diketahui bahwa, yang dimaksud tindak pidana pencurian ringan itu dapat berupa:
1) Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
2) Tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah tidak melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu.

Perkembangannya ketentuan mengenai pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP diatas, mengalami perubahan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapan Perubahan Dalam KUHP. Perubahan tersebut terkait dengan kualifikasi nilai objek perkara atau nilai barang yang dicuri yaitu dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) diubah menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).[footnoteRef:19] [19: M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2021), hlm. 76.] 

Berdasarkan hal tersebut, pada zaman sekarang ini banyak sekali terjadi pencurian yang nilai objek perkaranya atau nilai barang yang dicuri tidak seberapa yang seharusnya dapat diterapkan Pasal 364 KUHP sebagai ketentuan pasal pencurian ringan namun hal terbentur dengan unsur Pasal 364 KUHP sendiri yaitu mengenai nilai barang objek perkara atau nilai barang yang dicuri yaitu dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) diubah menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) maka diterapkanlah Pasal 362 KUHP sebagai perbuatan pencurian biasa sehingga hal tesebut berdampak pada proses hukum dengan dengan hukum acara biasa dengan demikian seseorang yang melakukan pencurian ringan dengan nilai objek perkara atau nilai barang curian hanya seberapa haruslah ditahan dan mengalami proses hukum yang begitu panjang sampai adanya Putusan Pengadilan.
Berdasarkan hal tersebut, maka pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian ringan ini adalah:
1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP); 
2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama; atau 
3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat:
a) Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman/rumah.
b) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Pencurian ringan merupakan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Sehingga suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya.[footnoteRef:20] [20: Tongat, Hukum Pidana Materiil, UMM, Malang, (2024), hlm. 41.] 

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena itu, untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.[footnoteRef:21] [21: Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang, (2024), hlm. 7. ] 

Berdasarkan hal tersebur, jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungakan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subujektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu.[footnoteRef:22] [22: Ibid. ] 

D. Tinjauan Umum Putusan Hakim
Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.[footnoteRef:23] Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.[footnoteRef:24]  [23: Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan), Mandar Maju, Bandung, (2023), hlm. 69.]  [24: Ibid., hlm. 71. ] 

Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut. Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah proses tersebut telah berakhir, tibalah hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada pernyataan hakim ketua itu lah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.[footnoteRef:25] [25: Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika, Jakarta, (2025), hlm. 203. ] 

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.[footnoteRef:26] [26: Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indo nesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, (2025), hlm.129.] 

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara”.[footnoteRef:27] [27: Ibid., hlm. 130. ] 

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan tugasnya tersebut maka hakim akan memberi atau menjatuhkan suatu keputusan setelah dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setelah pemeriksaan di muka sidang terhadap para saksi, para ahli, surat- surat dan alat bukti lain serta terdakwa seluruhnya telah dilaksanakan, maka Hakim ketua sidang segera menyatakan pemeriksaan sidang telah selesai. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutannya. Selanjutnya, giliran penasehat hukum untuk mengajukan pembelaannya, dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum dapat mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut dapat diberikan tanggapan berupa duplik dari penasehat hukum. setelah acara sebagaimana dikemukakan di atas selesai, maka Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan itu dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakin ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dan atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya (Pasal 182 ayat (2) KUHAP).
Proses tersebut dilalui dan diselesaikan, kemudian majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Musyawarah majelis hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan pada persidangan, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Setelah masing- masing anggota majelis hakim dari anggota yang termuda sampai yang tertua menyampaikan pendapatnya disertai dengan pertimbangan dan dasarnya, kemudian pendapat terakhir diberikan oleh hakim ketua majelis. Jika setelah musyawarah tidak dihasilkan pemufakatan bulat, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
2) Jika keputusan suara terbanyak tidak berhasil dicapai, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa; 
3) Dalam siding permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan[footnoteRef:28] [28: H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Kaligis, Yogyakarta, (2022), hlm. 350.] 
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